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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul ‘“Analisis
Figh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017
tentang Pengelolaan Keuangan Haji”. Hasil penelitian ini bertujuan untuk
menjawab pertanyaan bagaimana putusan MK nomor 51/PUU-XV/2017 tentang
pengelolaan keuangan haji dan bagaimana analisis figh siyasah terhadap Putusan
Nomor 51/PUU-XV/2017 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan
(library research). Sifat penelitiannya yakni deskriptif analitis, dan sumber data
yang digunakan yakni data bahan hukum primer dan sekunder. Teknik perolehan
data dengan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui analogi
deduktif.

Hasil penelitian ini memberikan dua kesimpulan yakni pertama
bersadarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU/XV/2017 yang
terkait dengan Pasal yang diajukan oleh pemohon bahwa MK menunjuk BPKH
berwenang atas Pengelolaan Keuangan Haji dan dalam koridor yang benar.
Disamping itu, pendayagunaan dana haji dinilai memberikan manfaat dan
keuntungan lebih ketika dana tersebut diinvestasikan dari pada ditumpuk dan
diendapkan. Kedua, dalam hal ini jika ditinjau dari figh siyvasah maliyah BPKH
tidak melanggar aturan mengenai dana haji yang asalnya dari calon jamaah haji
yang akan berangkat haji untuk dirinya sendiri kemudian dialokasikan menjadi
investasi. Dari fungsi maupun tugas dari batul-mal adalah menangani harta yang
diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak
menerimanya. Sehingga kebijakan mengenai BPKH tersebut sudah sesuai dengan
baitul-mal.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka Pemerintah hendaknya lebih
mensosialisasikan secara transparan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan
berkoordinasi secara bijaksana dengan cara memberikan pemahaman kepada
calon jamaah haji sehingga pemikiran calon jamaah haji bisa ditampung dalam
sebuah ide untuk masukan bagi Pemerintah.

Vi
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melalui perubahan Pasal 1 ayat (2), pasal 1 ayat (3) dan juga Pasal 2
ayat (2) UUD 1945 terjadi pula perubahan yang penting bagi kehidupan
ketatanegaraan di Indonesia yaitu lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai
lembaga yang berdiri sendiri dalam melaksanakan kekuasaan kehamikan.'

Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK merupakan lembaga
peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung
yang dibentuk melalui Perubahan ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan
negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan
fenomena negara modern abad ke-20.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang
dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan
keadilan. Fungsi tersebut berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh
Mahkamah Agung. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang
pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi, oleh karena
itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah
konstitusi itu sendiri. Konstitusi dimaknai tidak hanya sekedar sebagai

sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral

' Jimmly Asshidiqqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis (Jakarta:PT. Buana Ilmu
Populer, 2009 ), 338.



konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak
asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.’

MK dibentuk dengan harapan, agar konstitusi sebagai hukum tertinggi
dapat ditegakkan sebagaimana yang diharapkan dalam amandemen UUD.
MK melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya sebagai pengawal
konstitusi. MK dalam melaksanakan kewenangannya, telah menegaskan diri
sebagai lembaga negara pengawal demokrasi (the guardian of Democracy)
yang menguji prinsip peradilan dan menegakkan keadilan subtantif dalam
setiap putusannya.3

Kewenangan MK salah satunya ialah menguji konstitusionalitas
Undang-Undang, dimana MK memutuskan suatu Undang-Undang yang diuji
sesuai atau tidak dengan UUD dalam pelaksanakaan kewenangan, sebagai
hasil persidangan terkait kewenangan MK tersebut.

Putusan hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu putusan yang
mengakhiri suatu perkara, sengketa yang diadili atau putusan akhir juga
putusan yang dibuat menjadi suatu bagian dari proses peradilan yang belum
mengakhiri perkara atau sengketa yag disebut dengan putusan sela atau
putusan provinsi. Berdasarkan amar putusan MK nomor 51/PUU-XV/2017

terkait pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang

* Iriyanto A. Baso Ence, Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah
Konstitusi (Bandung: PT. Alumni, 2008 ), 7.

3 Martitah, Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature (Jakarta:
Penerbit Konstitusi Press, 2013), 128.



pengelolaan keuangan haji. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014*

menyatakan bahwa pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1)

a. Pasal 1 menjelaskan definisi keuangan haji, dana haji, dan lebih khusus

lagi soal dana abadi umat.
“Keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat
dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta
semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik
yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak
mengikat”

b. Pasal 2 Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan : (a) Prinsip Syariah; (b)
prinsip kehati-hatian; (c¢) manfaat; (d) Nirlaba; (e) Transparan; dan (f)
akuntabel.

Indonesia merupakan Negara berpenduduk Islam terbesar di dunia,
mendapatkan kuota haji terbanyak sekitar 220 ribu orang pertahun. Semakin
meningkatnya kesadaran masyaraakat melaksanakan ibadah haji dan
terbatasnya kuota haji menyebabkan daftar tunggu (waiting list) menjadi
semakin lama berkisar 5-15 tahun.

Ibadah haji merupakan puncak ritual dari rukun Islam. Ibadah haji
juga mengintegrasikan seluruh tataran syariah di dalamnya, bahkan ibadah

haji merupakan investasi syiar dan kekuatan Islam yang dahsyat. Negara atau

pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan

* Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.



amanah UUD 1945, di samping itu karena ibadah haji dilaksanakan di Saudi
Arabia.’

Animo masyarakat muslim di Indonesia untuk melaksanakan ibadah
haji ke tanah suci Mekkah adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan
negara-negara lain di dunia, setiap tahunnya terjadi peningkatan, sekalipun
pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama No. 6 Tahun 2010 telah
menaikkan setoran awal bagi jama’ah haji reguler yang semula sebesar 20
juta menjadi 25 juta, dan haji khusus dari USD 3000 menjadi USD 4000. Dan
banyak juga masyarakat keberatan akan biaya awal BPIH sebesar 20 juta
tersebut yang terlalu mahal.

Besarnya akumulasi dana setoran awal haji memunculkan tantangan
dalam pengelolaan keuangan haji. Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan,
sebagian pihak mengusulkan penggunaan dana haji sebagai salah satu sumber
investasi. Dana setoran haji yang berjumlah besar bisa dimanfaatkan secara
produktif akan bisa mendatangkan keuntungan bagi jamaah berupa penurunan
ongkos naik haji dan peningkatan pelayanan. Sebagian pihak berpendapat
bahwa dana haji bisa dikembangkan melalui instrumen pembiayaan investasi
sehingga memperoleh nilai manfaat lebih besar.

Penggunaan akumulasi dana setoran awal haji untuk pembiayaan
investasi menimbukan dilema. Penggunaan dan haji untuk investasi dapat
meningkatkan nilai manfaat dana haji, tetapi mengadung resiko. Oleh karena

itu, penggunaan dana dana haji untuk investasi memerlukan kajian maupun

> Zuhardi, “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia”, Manhaj, No. 3,
Vol. 4, September-Desember, 2016, 190.



pertimbangan lebih lanjut, mengingat dan haji menyentuh kepentingan
masyarakat untuk beribadah haji.°

Sebagian dari masyarakat juga tidak pernah dijelaskan bahwa
nantinya uang yang disetorkan pada awal pembiayaan haji akan di
investasikan. Banyak masyarakat merasa hak mereka telah dirugikan karena
tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut dan lagi tidak adanya
persetujuan dari calon jamaah haji. Hakikat dari masyarakat membayar
setoran awal BPIH adalah uang muka atau setoran awal yang nantinya untuk
penyelenggaraan ibadah haji.

Kekhawatiran apabila dana tabungan haji digunakan untuk investasi
justru potensi menganggu jadwal pelaksanaan ibadah haji. Ketika jadwal
keberangkatan para jamaah haji sudah jatuh tempo, dana calon jamah haji
yang bersangkutan belum dapat dikembalikan pemerintah. Penggunaan dana
haji di luar jalur bagi jamaah haji berpotensi melanggar hukum, terutama UU
Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Undang-Undang
pengelolaan keuangan haji, pengelolaan dana haji merupakan wewenang
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dimana pengelolaan dan haji masih
diperbolehkan untuk diinvestasikan sepanjang bermanfaat bagi kepentingan
jamaah haji.

Asal mula permasalahan mengenai pengelolaan keuangan haji yaitu

dana haji sebelumnya diendapkan dibawah naungan KEMENAG dan Menteri

% Ibid.,154.



Keuangan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
penyelenggaraan ibadah haji.”

Sebelum pemerintah menerbitkan kebijakan mengenai pengelolaan
keuangan haji pemerintah mengaca kepada negara tetangga dimana negara
tersebut sudah menerapkan kebijakan dana haji di gunakan sebagai bagian
dari investasi.

Permohonan yang diajukan oleh Muhammad Sholeh selaku calon
jamaah haji juga berprofesi sebagai advokat ini pada tanggal 9 Agustus 2017
berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan Nomor 105/PAN.MK/2017.
Oleh MK, yang putusannya dibacakan pada tanggal 12 Desember 2017 pukul
15.23 WIB menyatakan bahwa hak konstitusionalnya sebgai warga negara
telah dirugikan dengan berlakunya pasal 24 huruf a. Pasal 46 ayat (2), dan
Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2017.%

Permohonan Muhammad Sholeh yang diajukan terhadap MK, secara
mendasar berkeyakinan bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 34
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang memberikan
kewenangan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji untuk dapat
menginvestasikan setoran awal BPIH pemohon adalah melanggar hak-hak
konstitusional Pemohon sebagaimana sudah dijamin oleh UUD 1945 Pasal
28D ayat (1) .

Permohonan yang diajukan oleh oleh Muhammad Sholeh original

intent terhadap pasal 28D ayat (1), bahwa dapat dipahami hak konstitusional

7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
¥ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017.



pemohon sudah dirugikan. Penjelasan lebih lanjut mengenai Undang—Undang
Nomor 34 Tahun 2014 menjabarkan rasio /legis tentang pentingnya
pengelolaan dana haji antara lain, haji merupakan salah satu ibadah yang
wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu sekali seumur hidup.
Karena dorongan kewajiban itu, jumlah umat islam Indonesia yang mendaftar
untuk melaksankan ibadah haji terus mengalami peningkatan, sementara
kuota haji terbatas. Akibatnya terjadi peningkatan jumlah haji tunggu dalam
jumlah besar. Ketika sudah terjadi penumpukan maka dana haji yang sudah
terkumpul, oleh pemerintah di gunakan sebagai investasi.

Mahalnya BPIH bertujuan supaya terjadi penumpukan dana haji yang
sudah diakui oleh menteri Agama Suyadhama Ali pada tanggal 22 November
2013’ yang menyatakan setoran awal BPIH sejumlah 30 juta, potensi
akumulasi hingga 2020 bisa menembus 150 triliun. Argumentasi ini seperti
pendapatan pajak yang setiap tahunya haris dinaikkan, dengan kenaikan
BPIH akan semakin besar penumpukan uang milik calon jamaah haji, ketika
sudah menumpuk pemikiran untuk mengembangkan agar lebih berkembang
akhirnya berkembang menjadi pemikiran Investasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014'° sudah dijelaskan
bahwa tugas dan fungsi dari BPKH yaitu berhak memperoleh dana
operasional untuk menyelenggaraan program pengelolaan keuangan haji yang

bersumber dari nilai manfaat keuangan haji. Kewajiban dari BPKH sendiri

? Liputan6.com, di akses Pada 19 November 2018 pukul 16.43.
"®Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.



yaitu mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk
sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam.

Berdasarkan Putusan MK tersebut yang menyatakan untuk menolak
seluruh permohonan pemohon karena tidak beralasan. Mahkamah
perpendapat, permohonan pemohon agar Pasal 24 huruf a, pasal 46 ayat (2),
dan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dinyatakan
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945' tidak beralasan
menurut hukum.

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011
tentang Mahkamah Konstitusi “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final,
yakni putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memiliki kekuatan
hukum tetap sejak dibacakan dan tidak ada upaya hukum yang dapat
ditempuh™."

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang
dasar adalah jaminan atas hak-hak manusia setiap anggota masyarakat dan
persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan
stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan
dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan
manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip

Figh Siyasah akan tercapai."

' Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1) tentang Mahkamah Konstitusi.
“Ahmad Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 47.



Figh Siyasah Maliyah jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia,
mempunyai makna politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah
kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut
pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat
dengan menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan
tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan
masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam
aktivitas ekonomi.

Kewenangan Negara mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat
merupakan asas fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi ini
tidak hanya mengadaptasi hukum Islam yang telah ada, akan tetapi mengisi
kekosongan hukum yang berkaitan dengan Ekonomi."*

Pengaturan figh siyvasah maliyah berorientasi untuk kemaslahatan
rakyat, jadi ada tiga faktor yaitu rakyat, harta dan Negara. Dikalangan rakyat
ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa Negara yang harus
bekerjasama dan saling membantu antar orang kaya dan orang miskin. Di
dalam figh siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang
harus di ambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar
kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semkain melebar."

Figh siyasah maliyah mempunyai dua bidang kajian, yaitu Kajian

tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan Kajian tentang

'* Andri Nirwana, Figh Siyasah Maliyah Keuangan Publik Islam (Banda Aceh: Searfigh, 2017),
2-3.
" Tbid.
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pengelolaan sumber daya alam. Politik keuangan bagi suatu Negara adalah
pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang
digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus
mengakibatkan kepentingan individu yang sifatnya tertentu menjadi korban.

Pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab,
penggunaan harta kekayaan negara dari baitul mal begitu ketat dan teliti,
sehingga kedua Khalifah tersebut tidak berani menggunakannya, walau untuk
diri pribadinya sebagai kepala negara, kalau bukan keadaan benar -benar
memerlukannya.

Berdasarkan pada uraian diatas, terhadap hal yang menarik yang
menurut penyusun dapat untuk dikaji lebih mendalam terkait dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan pemohon,
pemanfaatan dana haji untuk investasi layak untuk dijadikan sebuah
penelitian. Dimana banyak memberikan pro dan kontra baik itu dari segi

hukum (Yuridis) maupun dari segi figh siyasah (Politik Islam).

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Adanya identifikasi masalah yang dilakukan untuk menjelaskan
kemungkinan masalah yang muncul dalam penelitian, berdasarkan latar
belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan masalah—masalah sebagai
berikut:
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji peraturan perundang-

undangan
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2. Fungsi serta pentingnya Mahkamah Konstitusi sebagai penegak hukum
3. Penggunaan dana haji sebagai investasi
4. Analisis figh siyasah terhadap Putusan MK tentang Pengelolaan
Keuangan Haji

Pokok masalah dalam pelaksaaan meliputi berbagai aspek bahasan
yang masih bersifat umum sehingga sehingga dapat terjadi masalah dan
pemikiran yang berkaitan dengan hal tersebut, sebagai tindak lanjut agar
lebih khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi:
1. Putusan MK nomor 51/PUU-XV/2017 tentang pengelolaan keuangan haji.
2. Analisis figh siyasah terhadap Putusan MK No. 51/PUU-XV/2017

tentang pengelolaan keuangan haji.

. Rumusan Masalah
Merujuk dari latar belakang masalah di atas maka diuraikan rumusan
masalah yang akan ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana putusan MK nomor 51/PUU-XV/2017 tentang pengelolaan
keuangan haji?
2. Bagaimana analisis figh siyasah terhadap Putusan MK No. 51/PUU-

XV/2017 tentang pengelolaan keuangan haji?

. Kajian Pustaka
Berikut ini akan diuraikan secara ringkas tentang kajian penelitian

yang sudah pernah dilakukan seputar masalah pengelolaan keuangan haji agar
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tidak terjadi pengulangan penelitian. Berikut adalah yang ditemukan oleh

penulis sejauh yang berkenaan dengan masalah-masalah yang akan ditulis.

1. Skripsi dengan judul “ Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji (
SDHI)” yang ditulis oleh Arie Haura dari Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Jakarta pada Tahun 2010.

Dalam hasil penelitian skripsi tersebut mempunyai beberapa poin
penting:

a. Menjelaskan bahwa dana SDHI digunakan untuk pembiayaan secara
umum (General Financing), bukan untuk membiayai proyek (project
financing).

b. Pengelolaan dana haji pada sukuk dana haji Indonesia adalah untuk
pembiayaan defisit anggaran mengingat penggunaannya adalah
tergolong untuk pembiayaan secara umum.

c. Sukuk Dana Haji Indonesia menimbulkan dampak negatif dari sisi
sektor keuangan yaitu mengurangi dana Pihak ketiga pada bank
syaraiah, menimbulkan keragu-raguan dari segi pengelolaannya,
mengingat sukuk dana haji indoneisa tersebut ditempatkan untuk
general financing jadi terdapat kekhawatiran tercampur dengan dana
selain sukuk. '°

2. Skripsi dengan judul “ T7njauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji "yang ditulis Muhammad Yahdi dari

'® Arie Haura, “Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji ( SDHI)”, (Skripsi--Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).
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Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada
Tahun 2016.

Dalam hasil penelitian skripsi tersebut mempunyai beberapa point
penting:
a. Pengembangan dana BPIH yang dilaksanakan melalui SBSN

dipandang telah sesuai dengan hukum islam karena memang

pengelolaan dan penertiban SBSN berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

b. Dana BPIH dari penerimaan dan hasil pengembangan di berbagai

sektor usaha digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan
ibadah haji."”

Demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian dalam hal ini

masih terbilang lama, namun belum pernah dibahas dan bukan merupakan

duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi dan fokus

dalam menjadi kajian yang berbeda.

. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui
secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan
tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51/PUU-
XV/2017 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
2. Untuk mengetahui analisis Figh Siyasah terhadap Putusan Nomor

51/PUU-XV/2017 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

" Mohammad Yahdi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).
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F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, diharapkan

dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1.

Kegunaan teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan
melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya Figh Siyasah
mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017
tentang Pengelolaan Keuangan Haji, sehingga bermanfaat bagi mahasiswa
Fakultas Hukum dan Syari’ah serta civitas akademik Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya yang ingin lebih mendalam masalah
pengelolaan keuangan haji, serta bermanfaat bagi semua pihak yang
berkepentingan dengan inti permasalahan.

Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan
atau sumbangan tentang pengelolaan keuangan haji. Dan sebagai
masukan atau sumbangan bagi badan pembuat peraturan perundang-
undangan untuk segera memperjelas mengenai pengelolaan keuangan haji.
Sehingga tidak terulang kembali permasalahan mengenai pengelolaan

keuangan haji.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalapahaman

dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah dalam judul skripsi.

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis Figh Siyasah terhadap Putusan
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Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017 tentang Pengelolaan

Keuangan Haji”

1. Siyvasah Maliyah adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan
pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan
kepentingan umum, yang sesuai dengan kemaslahatan tanpa
menghilangkan hak individu.

2. Pengelolaan keuangan haji adalah kegiatan pemanfaatan dan
pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai
ataupun menyelesaikan tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan haji adalah
kegiatan yang dilakukan oleh badan yang ditunjuk untuk mengelola
keuangan biasanya dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan

tertentu.

. Metode Penelitian

Metodologi secara umum didefinisikan sebagai “a body of method and
rules followed in science or discipline”. Sedangkan metode sendiri adalah “a
regular systematic plan for or way doing something’. Kata metode berasal
dari istilah Yunani methods (meta dan bodos) yang artinya cara. Jadi, metode
penelitian adalah cara sistematik yang digunakan penulis dalam pengumpulan
data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan fenomena

sosial yang tengah ditelisik.
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan penulisan skripsi ini adalah
penelitian normatif, yaitu penelitian yang objek penelitiannya berupa
norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.'®
2. Data yang dikumpulkan
a. Data mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-
XV/2017.
b. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola
Keuangan Haji.
c. Figh Siyasah yang mencakup Siyasah Maliyah dan pengelolaan dana
haji.
d. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan
Keuangan Haji
3. Sumber Data
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan
preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber
penelitian. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum
primer dan sekunder.
a. Bahan hukum primer
Bahan Hukum Primer yang mengikat terdiri dari peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu

meliputi:

' I Made Psek Dianta, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 2.
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Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Haji

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 46 ayat (2) tentang
Pengelolaan Keuangan Haji

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 48 ayat (1) tentang
Pengelolaan Keuangan Haji

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 24 huruf (a) tentang
Pengelolaan Keuangan Haji

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah
Konstitusi

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan

Pengelola Keuangan Haji

. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan

ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini. Data sekunder

merupakan data yang berasal dari kepustakaan berupa bahan-bahan

tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam

penelitian bahan hukum sekunder seperti buku yang berjudul “Figh

Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islani” oleh Muhammad

Igbal, “Figh Siyvasah Implementasi Kemslahatan Umat dalam Rambu-

Rambu Syariah” oleh  Ahmad Dzajuli, “Figh Siyasah Maliyah

Keuangan Publik Islam” oleh Andri Nirwana, litelatur-litelature buku
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yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
51/PUU-XV/2017 tentang pengelolaan keuangan haji dan buku
lainnya yang berkenaan dengan penelitian tersebut. Dan juga jurnal
yang berjudul “7injavan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji” oleh Mohammad Y ahdi.
c. Bahan Hukum Tersier
Adalah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yang
sifatnya mendukung sebagai pelengkap seperti Kamus Hukum, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, jurnal-jurnal, artikel dan Website resmi yang
ada.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah studi kepustakaan (/ibrary reseach). Studi kepustakaan ialah suatu
metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh
dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan
pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan. Dalam
penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan
kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil
penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah
atau jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat para sarjana yang mempunyai
relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian

penelitian ini.
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5. Teknik Analisa Data

Dalam skripsi yang ditulis ini, penulis menggunakan penelitian
deskriptif. Dimana penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan
interprestasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi,
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-
fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.'”Dengan
pola pikir deduktif yang berangkat dari variable bersifat umum, dalam hal
ini teori Figh Siyasah kemudian di aplikasikan variable yang bersifat

khusus dalam hal pengelolaan dana haji.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan
skripsi ini agar dapat dipahami permasalahannya secara sitematis, penulis
akan mencoba untuk menguraikan isi pembahasan pada Skripsi ini terdiri dari
lima Bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang
berfungsi sebagai pengantar dalam memahami Pembahasan bab berikutnya.
Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa
penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada bab pertama ini dasarnya
memuat sistematika pembahasan yang meliputi Latar Belakang Masalah,

Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan

' Mohammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta:Bumi Aksara, 2007), 14.
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Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Metodologi Penelitian, dan
Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua menyajikan mengenai Tinjauan umum Siyasah Maliyah
dalam Figh Siyasah. Yang terdiri dari Pengertian Figh Siyasah, Ruang
Lingkup Figh Siyasah, Pengertian Siyasah Maliyah, Sumber Hukum Siyasah
Maliyah, dan Ruang Lingkup Siyasah Maliyah.

Bab Ketiga memuat Tinjauan Umum Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
yang terdiri dari Latar Belakang Gugatan Pengelolaan Keuangan Haji
terhadap Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
51/PUU-XV/2017 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Bab Keempat membahas mengenai Analisis Figh Siyasah terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017 Tentang
Pengelolaan Keuangan Haji yang terdiri dari Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 51/PUU-XV/2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Analisis
Figh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-
XV/2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Bab kelima penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi
kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan
penelitian di atas yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan rumusan
singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini serta

saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG SIYASAH MALIYAH
DALAM FIQH SIYASAH

A. Pengertian Figh Siyasah

Kata figh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah
istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi
Islam. secara etimologi (bahasa), figh adalah keterangan tentang pengertian
atau paham dari maksud ucapan si pembicara. Atau pemahaman yang
mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.' Dengan kata
lain istilah figh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan
pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Menurut istilah, figh
adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat
amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci.

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara’ (hukum
Islam), figh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan
syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshil
(terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-
dasarnya, Al-Qur’an dan Sunnah). Jadi figh menurut istilah adalah
pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an
dan Sunnah yang disusun oleh Mujtahid dengan jalan penelaran Ijtihad.
Dengan kata lain figh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama

Islam.

' Muhammad Abu Zahra, Ushul Figh (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), 6.

21
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Secara terminologis dalam lisan al-Arab siyasat adalah mengatur atau
memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan
manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. Dan
siyasah adalah Ilmu Pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri
dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta
kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan
istiqomah.”

Sementara mengenai asal kata siyasah di kalangan para ahli Figh
Siyasah terdapat dua pendapat. Pertama, sebagaimana dianut al-Magqrizy
menyatakan, siyasah berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata yasah yang
mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca
siyasah. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang
milik Jenghis Khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan
negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana
tertentu. Sepeninggal Jenghis Khan kitab undang-undang tersebut diwariskan
secara turun temurun kepada anak-anaknya yang secara bergantian
memimpin kerajaan Mughal di India persis, seperti umat muslim generasi
pertama mewarisi al-Qur’an dari Nabi Muhammad SAW.

Kedua, sebagaimana dianut Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari
campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki, dan Mongol. Partikel s7

dalam bahas Persia berarti 30. Sedangkan yasa merupakan kosa kata bahas

? Suyuti Pulungan, Fikih Siyvasah (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 24.
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Turki dan Mongol yang berarti larangan, dan karena, ia dapat juga dimaknai
sebagai hukum atau aturan.’

Dari uraian di atas dapat dipahami, secara etimologis siyasah dapat
mengakomodasi beberapa makna. Untuk dapat menentukan dengan tepat
salah satu di antara beberapa makna tersebut, perlu diperhatikan konteks
kalimat yang mengikutinya. Sebab konteks kalimat memang merujuk kepada
makna demikian, sehingga tidak dapat diartikan dengan makna lain.

Corak siyasah ini dikenal dengan istilah Siyasah Syar’iyah atau figh
siyasah (dua istilah yang berbeda tapi mengandung pengertian yang sama),
yaitu siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan
etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat
dalam mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara.

Setelah diuraikan definisi figh dan siyasah, baik secara etimologis
maupun terminologis, perlu juga kiranya dikemukakan definisi figh siyasah.
Kalangan teoritis politik Islam, ilmu figh siyasah itu sering disinonimkan
dengan ilmu siyasah syar’iyah yang oleh Abdul Wahab Khalaf didefinisikan
sebagai berikut :

“Ilmu siyasah syar’iyah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara
pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal perundang-undangan dan
berbagai peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mengenai

penataan semua persolan itu tidak ada dalil khusus untuk mengaturnya.”

> Mujar Ibnu Syarif, Figh Sivasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam (t.tp.,
Erlangga, 2008), 3.
* Ibid.
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Jelasnya figh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara
spesifik membahas tentang tata pengaturan kepentingan umat manusia pada
umumnya dan negara pada khususnya. Untuk mewujudkan kemaslahatan bagi
manusia dan menghindarkan dari berbagai kemudhorotan yang mungkin
timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang

dijalaninya.

. Ruang Lingkup Figh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian
figh siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula
yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada
sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian figh siyasah menjadi
delapan bidang. Namun, perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu prinsip,
karena hanya bersifat teknis.

Pembagian ruang lingkup figh siyasah dapat dikelompokkan menjadi
tiga bagian pokok, yakni:

1. Siyasah Dusturiyyah, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian
ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tashri 7yah oleh
lembaga legislatif, peradilan atau gadlaiyah oleh lembaga yudikatif, dan
administratif pemerintahan atau idhariyah oleh birokrasi atau eksekutif;,

2. Siyasah Dauliyah atau Siyasah Kharijiyah, disebut juga politik luar
negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara

yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. di
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bagian ini ada politik masalah peperangan atau siyasah harbiyyah, yang
mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman
perang, tawanan perang, dan gencatan senjata;

3. Siyasah Maliyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas
sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara,
perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan

perbankan.

C. Pengertian Siyasah Maliyah

Figh Siyasah Maliyah jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia,
mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah
kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut
pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat
dengan menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan
tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan
masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam
aktivitas ekonomi.

Secara akademik, kajian politik ekonomi dalam Islam merupakan
pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan
kekayaan Negara (Ath Tasarruf). Istilah yang lain yaitu Intervensi Negara
(Tadakhul ad Daulah) yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash Shadr.

Yang beliau maksudkan yaitu negara mengintervensi aktivitas ekonomi
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untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi
masyarakat secara lengkap.’

Kewenangan Negara mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat
merupakan asas fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi ini
tidak hanya mengadaptasi hukum Islam yang telah ada, akan tetapi mengisi
kekosongan hukum yang berkaitan dengan Ekonomi. Dalam hal ini
masyarakat melaksanakan hukum yang sudah ada, sedangkan negara mengisi
celah hukum dengan membuat kebijakan baru bagi masyarakat terkait
tentang ckonomi. Kebijakan yang dibuat oleh Negara hendaknya sesuai
dengan kondisi, dinamis, baik pada tataran praktis maupun teoritis, sehingga
menjamin tercapainya tujuan umum sistem aktivitas ekonomi Islam.

Pengaturan Figh Siyasah Maliyah berorientasi untuk kemaslahatan
rakyat, jadi ada tiga faktor yaitu rakyat, harta dan Negara. Di dalam rakyat
ada dua kelompok besar yaitu Si kaya dan Si Miskin. Di dalam Figh Siyasah
Maliyah  ini, = Negara  melahirkan  kebijakan-kebijakan  untuk
mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin, agar kesenjangan tidak
melebar.

Oleh karena itu, dalam Figh Siyasah Maliyah orang kaya disentuh
hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan selalu
berusaha, berdo’a dan bersabar, sedangkan Negara mengelola Zakat, Infaq,

Wagqaf, Sedekah, Usyur dan Kharaj untuk kemaslahatan rakyat.

> Andri Nirwana, Figh Siyasah Maliyah Keuangan Publik Islam (Banda Aceh: Searfigh, 2017),
2.
¢ Ibid.



27

Kajian siyasah maliyah dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-
Qur’an, sunnah nabi dan praktik yang dikembangkan oleh Khulafa’ al-
Rasyidun serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyvasah Maliyah ini
merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah nabi
Muhammad Saw. beserta pengikutnya menetap di Madinah. Siyasah Maliyah
adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam.’

Secara etimologi Siyasah Maliyah ialah politik ilmu keuangan,
sedangkan secara terminologi siyasah maliyah adalah megatur segala aspek
pemasukan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan kemaslahatan umum
tanpa menghilangkan hak individu. Keuangan negara termasuk pilar yang
sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan
diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi dan hal-hal yang

lainnya, yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.”

. Sumber Hukum Figh Siyasah Maliyah
Sumber hukum figh siyasah maliyah yaitu terdapat dalam al-Qur’an

Surah Al-Qiyaamah ayat 17:

(V) £T3s x e &)
Artinya :

“Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya
(didadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami
telah selesai membacanya, maka ikutlah bacanya itu.”

7 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Gaya Media Pratama, 2001), 273.

* Ibid.

? Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).
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Al-Qur’an sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara’ adalah
kehendak Allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa
pembuat hukum adalah Allah Swt. Maka ketentuannya itu terdapat dalam
kumpulan wahyu-Nya yang di sebut al-Qur’an dengan demikian di tetapkan
bahwa al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam yang utama. Kedudukan al-
Qur’an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila
seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama
yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian di dalam Al-
Qur’an.

Dalam Figh Siyasah Maliyah sumber Al-Qur’an sebagai sumber
hukum. Dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan
pendapatan Negara. berikut adalah beberapa contoh sumber hukum figh

siyasah maliyah dalam Al-Qur’an surat Al-Hasyr: 11

G A o D T e 158 ) 1815y U0 6 G )
(1) 380 538 dgg g oS8l odld B9 160 1 1o e g s

Artinya :

“Apa saja harta rampasan (Fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-
Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka
adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum karabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalnan, supaya
harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara
kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa
yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumnya.”"*

1% Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).
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E. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Figh Siyasah Maliyah mempunyai dua bidang kajian, yaitu:

1. Kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan, dan
2. Kajian tentang Pengelolaan sumber daya alam.

Dalam aktivitas ekonomi, terdapat hubungan manusia dengan
kekayaan alam, yaitu cara manusia mengeksploitasi dan mengendalikannya
dan hubungan antar sesama manusia yang tergambar dalam pembagian hak
dan kewajiban. Hubungan manusia dengan kekayaan alam, tidak terkait,
apakah seseorang hidup dalam komunitas atau tidak. Hubungan manusia
dengan kekayaan alam terkait dengan pengalaman dan pengetahuannya. la
menggali saluran air, menggarap tanah dan menambang mineral yang ia
kuasai. Sementara itu, hubungan antar sesama yang menyangkut hak dan
kewajiban bergantung pada keberadaan individu di masyarakat.

Oleh sebab itu hukum Islam memandang bahwa aturan yang mengatur
hubungan antar manusia harus bersifat permanen dan berkesinambungan,
menyangkut karakter hubungan bersifat tetap. Dilihat dari hak-hak yang
diperoleh kaum Muslimin berkenaan dengan penggunaan pendapatan negara
untuk kemaslahatan umum, menurut al-Mawardi sumber pendapatan negara
diklasifikasian menjadi dua bagian, yaitu pendapatan pajak dan pendapatan

non-pajak.
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Pendapatan Pajak

a. Kharaj

Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah.
Kharaj dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu kharaj yang sebanding
dan kharaj yang tetap. Jumlah pajak yang pernah dipraktikkan dalam
pemerintahan Islam beragam, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat
yang wajib membayaranya dan tanah pertaniannya.

Menyangkut teknik pengumpulan kharaj biasanya dilakukan
oleh sebuah tim atau dewan yang diberi wewenang oleh pemerintah

dalam melaksanakan tugasnya.

. Jizyah

Secara bahasa, menurut al-Mawardi, kata jizyah merupakan
isim mushtaq dari kata al-jaza’ yang berarti balasan atau kompensasi.
Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dar al-
Islam yang bukan muslim kepada peerintah Islam. Jizyah ini
dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah
islam dan konsekuensi dari perlindungan yang diberikan pemerintah
Islam untuk mereka.

Al-Mawardi menegaskan bahwa semua bentuk perjanjian
dengan kaum kafir harus dicatat dalam administrasi negara sebagai
bahan rujukan apabila suatu saat terjadi pelanggaran yang dilakukan
oleh mereka. Bentuk-bentuk perjanjiannya bersifat relatif tergantung

dari kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
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a. Fay’
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Fay’adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan.
Pada prinsipnya, harta fay’ dibagikan untuk pasukan Islam, setelah
terlebih dahulu dikeluarkan hal Allah, Rasul, karib kareabat Rasul,
anak yatim, fakir mskin dan ibn sabil. Yang sesuai dengan surat al-

Hasyr: 6"

Lich all 535 o5 v o= 3o o sl WS 225 925 e el g
(V) 3 5 05 e W ag 00 e A5

Terjemah :

“Dan apa saja rampasan (fai’) yang diberikanAllah kepada
Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota, adalah untuk
Allah, Rasul, Karib karabat, anak yatim, fakir miskin dan ibn
sabil. Supaya harta jangan beredar di kalangan orang kaya —
kaya saja...”

Dalam hal ini lebih mempertimbangkan kemaslahatan
masyarakat yang lebih luas dari pada hanya kemaslahatan segelintir
saja.

Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang—

orang kafir melalui peperangan. Allah menyebutkannya dalam surah

Al-Anfal yang diturnkan ketika perang badar. Allah menamakan

""" Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).
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dengan Ghanimah dengan anfal karena harta itu merupakan tambahan
(ziyadah) pada harta kekayaan kaum muslimin.

Dalam kaitannya dengan itu, Allah berfirman sebagai berikut :

o i ally i L6 g I JEw 8w e s
(V) Cnt 455700 Wyl Al 1,2,
Terjemah :

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta
rampasan perang. Katakanlah : “harta rampasan perang itu,
kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertaqwalah kepada
Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan
taalah kepada Allah dan Rasul — Nya jika kamu adalah orang —
orang yang beriman” (QS. Al- Anfal: 1)'?

Yang menjelaskan bahwa seperlima ghanimah adalah untuk
Allah, Rasul, Karib karabat, anak yatim dan fakir miskin. Sedangkan
sisanya yang empat perlima, meskipun secara ekspilit tidak dijelaskan
Allah, dipahami oleh ulama sebagian bagian yang harus dibagi-
bagikan untuk tentara yang ikut berperang.

c. Zakat

Zakat menurut lughat adalah subur, bertambah. Menurut
syara’ adalah pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan
harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada
golongan tertentu yang berhak menerimanya. Zakat adalah hak yang
telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta

tertentu.

"2 Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).
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Secara umum, zakat dapat dibedakan menjadi dua: pertama,
zakat harta dan kedua zakat fitrah. Cara pengumpulan zakat sebagai
dijelaskan dalam al-Qur’an, adalah para petugas melakukan kegiatan
yang bersifat aktif.

3. Sumber Pengeluaran Negara
Suatu perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta
teraturnya persoalan keuangan dalam Negara Islam. dapat diketahui
dengan jelas uang pemasukan dan juga jalur pengeluarannya karena semua
sudah ada peraturan di dalam agama Islam. Tetapi bahwa sejarah Islam
dapat mencatatkan anggaran belanja Negara di masa Abbasiyah. Disini
pada masa Abbasiyah menyebutkan dengan secara lengkap belanja
Negara dan secara porsinya jenisnya pemasukan dan pengeluarannya.
Dimasa pemerintahan Abbasiyah, persoalan keuangan sudah
begitu majunya karena rakyat cukup makmur hidupnya. Departemen
keuangan pada masa itu menerima yang selalu melimpah sehingga
perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan selalu surplus.
Pemerintah juga telah membuat anggaran setiap tahunnya. Dan ini
beberapa perbelanjaan keuangan Negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali
Ibrahim Hasan sebagai berikut :
a. Gaji segenap pegawai.
b. Gaji tentara dan kepolisian.
c. Penggalian sungai dan biaya pembangunan dan perbenahan.

d. Membuat irigasi.
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e. Membiayai lembaga pemasyarakatan.
f. Memperkuat alat pertahanan.
g. Uang, jasa, pemberian bantuan, dan uang saku.

Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan
hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan
masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju
kesejahteraan negara islam (welfare state). Di awali dengan cukupnya
materi pada satu sisi dan meningkatnya kehidupan spiritual masyarakat
pada sisi lain.

Sumber keuangan negara yang diperoleh seperti diuraikan di atas
dihimpun dalam kas negara (bait al-mal). Berdasarkan hadist riwayat al—
Bukhari yang menjelaskan bahwa pada satu ketika umat Islam
memperoleh sejumlah besar harta dari Bahrain. Pada saat itu Nabi
memerintahkan kepada umat Islam untuk mengumpulkannya dimasjid.
Setelah meminta petunjuk dari Allah, Nabi akhirnya membagi—bagikan
harta tersebut kepada para sahabat. Dapat disimpulkan bahwa cikal bakal
bait al-mal telah dibangun oleh Nabi Muhammad Saw. Tetapi secara
teratur dikembangkan oleh khalifah Umar dengan membagi—bagikan
sebagiannya untuk kepentingan umat Islam dan sebagian lagi sebagai

dana abadi untuk kepentingan pembangunan dan penegelolaan negara."’

" Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 2001), 286-287.
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Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara, sebagaimana
dijalankan dalam sejarah pemerintahan Islam, harus mempertimbangkan
kebutuhan negara dan warganya, yaitu :'*

a. Untuk orang-orang fakir dan miskin

b. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dalam rangka
pertahanan dan keamanan negara

c. Untuk menegakkan supremasi hukum

d. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan
sumber daya manusia yang bertagwa dan berilmu pengetahuan yang
luas

e. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara

f.  Untuk mengembangkan infrastruktur dan sarana/ prasarana fisik

g. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan
serta kekayaan.

Pengelolaan dan pendistribusian keuangan negara sebenarnya
bukan hanya terbatas pada komponen yang disebutkan di atas, mengingat
dalam pengeluaran dan belanja negara tidak terlepas darimana sumber
pendapatan itu berasal.

Menurut Ibn Taimiyah, dana yang dihimpun di bait al-mal harus
dijamin oleh pemegang otoritas dan digunakan untuk kepentingan publik.
Dalam hal ini, pembagian dan pendistribusian uang negara harus

memenuhi rasa keadilan sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan Rasul-

" Ibid., 288.
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Nya. Pemegang otoritas ini tidak dibenarkan mendistribusikan uang
negara secara langsung menurut selera dan kehendaknya, karena ini
merupakan harta umat.

Prinsip penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah
bahwa pengelolaan tersebut harus ditujukan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan Negara. Adapun hal terpenting dalam
pengeluaraan dan belanja negara adalah :

a. Memberantas kemiskinan

b. Pertahanan negara

c. Pembangunan hukum

d. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial
e. Pendidikan

Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
masyarakat yang sehat dan makmur. Karena itu pemerintah mesti
mengarahkan investasi bidang modal fisik pada pembangunan ekonomi
untuk kepentingan sosial yang lebih besar, meskipun terkadang kurang
menarik bagi investor swasta karena kurang memberi keuntungan pribadi
maka negara mesti memberikan perhatian yang lebih besar pula pada
investasi-investasi sektor tersebut.

Dalam sejarah, Nabi selalu mengingatkan kepada para gubernur

yang akan diangkatnya untuk meringankan masyarakat, bukan
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mempersulit mereka.'’Sebagai agama rahmatanlilalamin Islam senantiasa
berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh umat manusia.
Pengembangan dana umat merupakan suatu upaya pemanfaatan dana dari
umat yang dikelola secara produktif, dapat berkembang dan berpotensi
memiliki niat manfaat yang lebih besar dan dapat dirasakan hasilnya
secara bersama dengan waktu yang lama (jangka panjang). Dana umat
dapat diperoleh dan dikembangkan melalui instrumen keuangan seperti

zakat dan sebagainya.

BIbid., 291-293.



BAB III

TINJAUAN UMUM TERHADAPPUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51/PUU-XV/2017
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

A. Latar Belakang Gugatan Pengelolaan Keuangan Haji Terhadap Mahkamah
Konstitusi

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mendefinisikan dana haji
sebagai gabungan antara dana abadi umat atau/ DAU dan setoran biaya
efisiensi penyelenggaraan haji. Adapun, Undang-Undang itu mengartikan
DAU sebagai hasil pengembangan dan sisa biaya operasional
penyelenggaraan haji. Sebelum adanya perumusan Undang-Undang Nomor
34 tahun 2014, dana haji sebelumnya diendapkan dibawah naungan Kemenag
dan Menteri Keuangan terdapat di undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Karena dibiarkan mengendap dana haji tersebut banyak sekali
kejadian yang terjadi seperti Korupsi yang dilakukan oleh Menteri agama,
pada tahun 2001-2004 terjerat korupsi dalam penggunaan Dana Abadi Umat
dan Biaya penyelenggraan haji, merugikan negara sebanyak 719 miliar dan
divonis enam tahun penjara. Yang kedua, dakwaan korupsi pengadaan barang
dan jasa dalam penyelenggaraan haji tahun anggaran 2012-2013.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 17 Agustus 2014
telah mengundangkan undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Badan

Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), yang sebelumnya telah disetujui oleh

38
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Rapar Paripurna DPR-RI pada September 2014, dan disahkan oleh Presiden
RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Oktober 2014.'

Pada Undang-Undang ini disebutkan bahwa, pengelolaan Keuangan
Haji bertujuan meningkatkan a.)Kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji;
b.)Rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH); dan c.)Manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Menurut Undang-
Undang ini, pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh BPKH yang bersifat
mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden. BPKH sebagaimana
dimaksud, menurut undang-undang ini, berkedudukan dan berkantor pusat di
Ibukota Negara, dan dapat memeiliki kantor perwakilan di provinsi dan
kantor cabang di kabupaten/kota.

Tugas BPKH adalah mengelola keuangan haji yang meliputi
penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan
haji. Kewajiban dari BPKH, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
diantaranya adalah :

1. Mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-
besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam

2. Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi
keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala

setiap 6 bulan

' Humas, UU No. 34 Tahun 2014, “Pemeritah harus bentuk badan Pengelolaan Keuangan
Haji”, dalam  https://setkab.go.id/uu-no-342014-satu-tahun-ini-pemerintah-harus-bentuk-
badan-pengelolaan -keuangan-haji/, diakses pada 4 Maret 2018.


https://setkab.go.id/uu-no-342014-satu-tahun-ini-pemerintah-harus-bentuk-badan-pengelolaan%20-keuangan-haji/
https://setkab.go.id/uu-no-342014-satu-tahun-ini-pemerintah-harus-bentuk-badan-pengelolaan%20-keuangan-haji/
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3. Melaporkan pelaksanaan keuangan haji,secara berkala setiap 6 bulan
kepada menteri agama dan DPR

4. Membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH khusus secara
berkala kerekening virtual setiap jemaah haji.

Pada tahun 2017 Presiden Joko Widodo menerbitkan kebijakan
mengenai dana haji yang diinvestasikan untuk pembangunan proyek-proyek
nasional. Seperti pembangunan jalan tol, bandara dan lainnya. Sebelum
adanya penerbitan kebijakan tersebut pemerintah mengaca kepada negara
tetangga dimana negara tetangga sudah menerapkan dana haji sebagai
infrastruktur bagi negaranya, seperti malaysia. Tidak hanya itu menurut
penulis alasan lain Seperti yang kita ketahui jika APBN di Indonesia
merupakan anggaran yang memang diperuntukkan negara untuk kepentingan
negara.

Dana haji memang bersumber dari jamaah haji yang membayar untuk
keberangkatan haji, dari dana haji tersebut dibagi setengah untuk travel dan
juga travel tersebut akan membayar pajak ke negara, dan negara akan lewat
APBN untuk menganggarkan untuk kesehatan, keselamatan, pemberangkatan
haji para jamaahnya. Jika ditelisik lebih dalam lagi bahwa negara tetap

mempunyai anggaran di APBN untuk masalah haji.
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B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017*
1. Pemohon
Pemohon adalah Muhammad Sholeh beralamat Margesari Nomor
82, Sidoarjo
Kuasa Hukum:
Imam Syafii, Andry Ermawan, Advokat pada Sholeh and Partners,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2017.
2. Objek pemohon®
Adapun objek pemohon adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Haji
1) Pasal 24 huruf a

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 22, BPKH berwenang:

Menempatkan dan atau/ menginvestasikan keuangan haji
sesuai dengan prinsip syariah dan kehati-hatian keamanan dan

nilai manfaat.

2) Pasal 46 ayat (2)

Keuangan haji Sebagaimana pasal (1) ditempatkan dan

atau/ diinvestasikan.

* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017 tentang pengelolaan keuangan haji
atas pasal 24 huruf a, pasal 46 ayat (2), dan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2014 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3 1.

Ibid
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3) Pasal 48 ayat (1)

Penempatan dan atau/ investasi keuangan haji dapat
dilakukan dalam bentuk perbankan, surat berharga, emas, investasi

langsung dan investasi lainnya.

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk

menguji Undang-undang adalah:*

a.

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa salah satu kewenangan
Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-undang
terhadap UUD1945;

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945°

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untu:a. Menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945°

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

*1bid.,2-3.
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“Dalam hal suvatu undang-undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Haji

(selanjutnya disebut UU 34/2014), oleh karena itu Mahkamah

berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang a quo.

4. Kedudukan hukum pemohon (Legal Standing)’

a.

Berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,

yang menyatakan ‘“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya

undang-undang, yaitu:°

Perorangan warga negara Indonesia (WNI);

Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

Badan hukum publik atau privat, atau;

Lembaga negara

1) Berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi ketentuan di atasa Pemohon yakni Muhammad Sholeh
adalah warga negara Indonesia yang tercatat dalam Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (KTP) yang didalamnya tercantum Nomor

Induk Kependudukan (NIK), Sehingga Muhammad Sholeh

> Ibid.,3.
% Ibid.
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berdasarkan ketentuan tersebut adalah pihak yang sah untuk
mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan
keuangan haji.

Muhammad Sholeh tidak hanya sebagai pemohon namun
juga sebagai calon Jamaah Haji yang sudah mendaftar sejak tahun
2008, yang sudah terdaftar dikantor kementrian Agama Sidoarjo
Jawa Timur dengan biaya awal sekitar dua puluh juta rupiah yang
merupakan setoran awal BPIH.’

Pemohon juga tidak pernah dijelaskan oleh petugas
mengenai nantinya uang yang disetorkan tersebut akan
diinvestasikan. Hal tersebut jelas merugikan pemohon dan hak
konstitusionalnya, apabila uang tiba-tiba diinvestasikan tanpa ada
persetujuan dari pemohom. Karena biaya awal setoran atau uang
muka untuk penyelenggaraan ibadah haji bukan lain diluar itu
apalagi investasi.

Dengan adanya ketentuan pasal 24 huruf a, pasal 46 ayat
(2) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang nomor 34 Tahun 2014
tentang pengelolaan keuangan haji yang sudah memberikan
kewenangan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji untuk dapat
menginvestasikan setoran awal BPIH Pemohon adalah melanggar

hak-hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin oleh UUD

" 1bid.,6
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1945 terutama sekali Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar

1945.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005

dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima)

syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal

51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

(a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
diberikan oleh UUD1945;

(b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap
telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian;

(c) Kerugian hak dan.atau kewenangan konstitusional tersebut
bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya
bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;

(d) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan
undang-undang yang dimohonkan pengujian;

(e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.

Bahwa Pemohon adalah calon jamaah haji Indonesia yang

mendaftar sejak tahun 2008;



4)

5)

46

Bahwa Pemohon keberatan dengan biaya awal BPIH sebesar Rp.
20.000.000., (dua puluh juta rupiah) a quo, sebab bagi Pemohon
uang sebesar itu jika digunakan untuk usaha dalam setiap
tahunnya bisa berkembang lebih dari 200%. Sementara jika
disetorkan kepada Kementrian Agama, Pemohon tidak pernah tau
berapa bunganya, apakah bunga a quo kembali kepada Pemohon
atau tidak;

Bahwa Pemohon tidak pernah dijelaskan oleh petugas saat itu jika
nantinya uang yang disetorkan oleh Pemohon akan diinvestasikan.
Jika demikian jelas Pemohon merasa dirugikan hak konstitusional
Pemohon, apabila uang Pemohon tanpa persetujuan Pemohon tiba-
tiba diinvestasikan. Sebab hakikat Pemohon membayar setoran
awal BPIH adalah uang muka untuk biaya penyelenggaraan ibadah
haji dan bukan untuk investasi.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut pemohon memiliki

hubungan sebab akibat (causal Verband) antara potensi atau kerugian

konstitusional dengan berlakuknya pasal undang-undang yang

dimohonkan untuk diuji karena Pasal 24 huruf a, pasal 46 ayat (2) dan

pasal 48 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan

keuangan haji bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
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5. Norma yang dimohonkan pengujian dan Norma Undang-Undang UUD

19458

a. Norma yang dimohonkan pengujian

Pengujian materiil UU 34/2014 yaitu:’

1.

Pasal 24 huruf a:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22, BPKH berwenang: a. menempatkan dan menginvestasikan
Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian,
keamanan, dan nilai manfaat.”

Pasal 46 ayat (2):

“Keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditempatkan dan/atau diinvestasikan’.

Pasal 48 ayat (1):

”Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan
dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi
langsung dan investasi lainnya.”

b. Norma Undang-Undang Dasar 1945

1.

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.”

6. Alasan pemohon'’

a. Bahwa dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah

haji yang disetor dari calon jamaah haji kepada negara untuk ongkos

naik haji, dengan syarat dan ketentuan sistem antrian sebagaimana

¥ Ibid.,31

? 1bid.
10 Ibid.
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yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama
Republik Indonesia;

. Bahwa argumentasi pemerintah saat itu, Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPIH) ditinggikan untuk mengurangi antrian orang
daftar haji, sedangkan Pemohon menganggap BPIH terlalu tinggi,
sebab harga riil BPIH sekarang tidak sampai Rp 50.000.000., (lima
puluh juta rupiah). Seharusnya untuk setoran awal BPIH cukup Rp
5.000.000., (lima juta rupiah). Jika sudah waktunya berangkat calon
jamaah haji tidak bisa melunasi BPIH, porsinya dapat diberikan ke
nomor antrian belakangnya;

Bahwa Pemohon merasa tidak adanya perlindungan hukum
sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus
dimaknai setoran dana uang muka BPIH para calon jamaah haji
tersebut yang disimpan di bank adalah merupakan vang milik para
calon jamaah haji, bukan dana pemerintah sehingga yang tetap
mempunyai kewenangan atau hak terhadap uang tersebut adalah tetap
penyetornya atau para calon jamaah haji, bukan beralih kepada
pemerintah atau Badan Pengelola Keuvangan Haji (BPKH)
penyelenggara ibadah haji secara otomatis dan langsung bisa dikelola
oleh pemerintah tanpa meminta persetujuan lebih dulu kepada para
penyetor. Sehingga menurut Pemohon, jika pemerintah langsung

menggunakan dana haji hasil dari setoran yang dilakukan oleh para
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calon jamaah haji adalah tindakan yang menyalahi hak-hak Pemohon
sebagai calon jamaah haji;

d. Bahwa, hal ini sejalan dengan hasil pembahasan para ulama melalui
forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Cipasung Jawa
Barat pada 5 Tahun 2012, dimana dalam forum tersebut menghasilkan
dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama
yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list) secara syar’i
adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang
bersangkutan meninggal atau ada halangan syar’i yang membuat
calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib
dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya;

e. Bahwa, jika dibaca secara seksama UU 34/2014, dalam badan
pelaksana maupun badan pengawas BPKH tidak ada perwakilan dari
unsur calon jamaah haji. Ini menjadi suatu keanehan, dana puluhan
trilliun milik calon jamaah haji, tapi dikelola oleh orang lain tanpa ada
dari unsur pemilik dana itu sendiri. Pemohon menganggap tidak
dimasukkannya unsur calon jamaah haji dalam badan pelaksana dan
pengawas BPKH adalah kesengajaan dari pembuat UU agar BPKH
dengan mudah menginvestasikan dana setoran awal BPIH tanpa
intervensi dari calon jamaah haji."’

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan

oleh pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “Negara Hukum”. Para

" Ibid.,54.
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penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia
adalah negara berdasarkan hukum (reshtsstaat) bukan berdasar atas
kekuasaan belaka (machtsstaat). Dalam penjelasan UU Nomor 34 Tahun
2014 menjabarkan rasio legis tentang pentingnya pengelolaan keuangan
haji, haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oeh setiap
muslim yang mampu, sekali seumur hidup.

Akumulasi jumlah dan jamaah haji tersebut memiliki potensi
untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk
mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas. Dana haji
adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang disetor dari
calon jamaah haji kepada negara untuk ongkos naik haji, dengan syarat
dan ketentuan sistem antrian sebagaimana telah ditetapkan oleh
Pemerintah melalui Kementrian Agama Republik Indonesia.

Pengertian dana haji menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 34
Tahun 2014 adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana
efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang
dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan
pelaksanaan program kegiatan untuk kemslahatan umat Islam.

Dana setoran yang dilakukan oleh para calon jamaah haji tersebut
merupakan wujud keseriusan para calon jamaah haji untuk menunaikan
ibadah rukun islam ke lima. Calon jamaah haji menyetor dana tersebut
untuk pemenuhan sistem kursi yang telah ditetapkan oleh pemerintah

dengan membayar uang muka sebagai ongkos naik haji.
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Argumentasi dari pemerintah saat itu adalah BPIH ditinggikan
untuk mengurangi antrian orang daftar haji. Yang dirasa oleh pemohon
setoran awal sangat tinggi sebesar (dua puluh lima juta rupiah) yakni
bentuk dari kesediaan para calon jamaah haji untuk naik haji dan
mendaptakan nomor antrian sebagaimana yang sudah ditentukan oleh
penyelenggaraan. '

Adapun pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor
12/PUU/XIII/2015 dalam halaman 89 yang menyatakan: bahwa salah satu
cara untuk mengendalikan calon yang terdaftar dalam daftar tuggu,
pemerintah mensyaratkan bahwa yang bersangkutan diwajibkan
melakukan pembayaran sejumlah uang yang kemudian dikenal sebagai
setoran awal BPIH.

Artinya, seseorang yang telah mendaftar dan membayar setoran
awal akan terkualifikasi sebagai calon jamaah mampu, bukan seseorang
yang sekedar mendaftarkan diri padahal belum memiliki kekampuan
finansial yang memadai, yang kemungkinan besar justru akan
menghambat orang lain yang secara finansial telah memiliki kemampuan
pada saat pendaftaran. Jadi, pendaftaran disini diukur atas dasar
kemapuan finansial seseorang pada saat melakukan pendaftaran, bukan

diukur dari kesempatan atau kecepatan pendaftaran dilakukan seseorang.

2 1bid.,57
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Bukankah pendapat dari Mahkamah a quo,” tidak relevan dan
merugikan calon jamaah haji, yang memiliki uang pas-pasan. Padahal
meskipun ada calon jmaah haji saat pelunasan tidak bisa melunasi,
pemerintah maupun BPKH tidak akan mengalami kerugian, sebab nomor
porsi akan diberikan calon nomor urut akhir."

BPIH diibaratkan seperti pendapatan pajak yang setiap tahunnya
dinaikkan dengan kenaikan BPIH akan semakin besar penumpukan calon
jamaah haji, ketika sudah menumpuk bau terfikir untuk dikembangkan,
yang pada akhirnya berkembang menjadi gagasan investasi dana haji.

Adapun pertimbangan hukum Mahkamah dalam halaman 90 yang
menyatakan; tugas BPKH adalah mengelola keuangan haji yang meliputi
penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban
keuangan haji. Dengan demikian, untuk melaksanakan tugas dan
fungsinya, BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk
menyelenggarakan program pengelolaan keuangan haji yang bersumber
dari nilai manfaat keuangan haji, seperti yang diatur didalam Undang-
Undang Nomor 34 tahun 2014. Dari perolehan dana tersebut, BPKH
memiliki kewajiban yaitu mengelola keuangan haji secara transparan dan
akuntabel untuk kepentingan jamaah haji, memberikan informasi melalui
media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil
pengembangannya secara berkala setiap enam bulan sekali, melaporkan

pelaksanaan keuangan haji, secara berkala setiap 6 bulan kepada Menteri

Y Ibid.,59.
" Ibid.
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Agama dan DPR. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut

Mahkamah, penggunaan dana operasional BPKH tidaklah menyalahi

aturan dan tidak bertentangan dengan konstitusi karena segala biaya yang

telah dikeluarkan oleh BPKH untuk keperluan operasional mempunyai
laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Permohonan a quo berlaku sewenang-wenang karena memberi
mandat kepada BPKH menggunakan dana setoran awal BPIH milik
pemohon untuk dapat digunakan dalam investasi. Investasi dalam bentuk
apapun akan mengalami resiko kerugian, maka jika mengalami kerugian
pemohon dirugikan bukan BPKH. Dan besaran biaya awal atau uang
muka yang begitu tinggi sehingga terjadi penumpukan dana BPIH.

7. Petitum

a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;'

b. Menyatakan Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 296) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

c. Menyatakan Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 296) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5 Ibid.,36.
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d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
8. Pertimbangan hakim

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, dan pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun
2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang, anatara lain,
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD1945.'®

Oleh karena itu permohonan Pemohon adalah permohonan untuk
menguji Konstitusionalitas norma Undang-Undang, in causa Pasal 24
huruf a, Pasal 46 ayat (2) dan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5605, selanjutnya disebut UU 34/2014)
terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

permohonan a quo.

1 Ibid.,67.
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Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang
dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap UUD
1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh
berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu :'’

a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat;

d. Lembaga negara

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu, kedudukannya
sebagai para pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU
MK; ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
yang diberikan oleh UUD1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

Sejak putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31
Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September

2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa

17 Ibid.
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kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud

dalam pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:'®

a.

ked

yan

Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;
Kerugian konstitusinoal tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan
berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;
Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau
tidak lagi terjadi

Dalam pertimbangan di atas, mahkamah mempertimbangkan
udukan hukum Pemohon. Pemohon adalah warga negara Indonesia

g mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji sejak tahun 2008

melalui kantor kementrian agama sidoarjo Jawa Timur dengan melakukan

setoran awal sebanyak dua puluh juta rupiah ke bank BNI cabang

Sur

abaya. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 24 huruf a,

pasal 46 ayat (2), pasal 48 ayat (1) undang-undang nomor 34 tahun 2014.

'8 Ibid.,56.



57

Dengan alasan pada pokoknya yaitu, pemohon sangat keberatan
dengan biaya awal penyelenggaraan ibadah haji sebanyak dua puluh juta
rupiah, sebabmenurut pemohon uang sebanyak itu digunakan untuk usaha
dalam setiap tahunnya bisa berkembang. Sedangkan jika disetorkan
kepada kementrian agama, pemohon tidak pernah tau berapa bunganya
dan apakah bunga tersebut akan kembali kepada pemohon atau tidak.

Alasan kedua, tidak pernah mendapatkan penjelasan dari petugas
bahwa uang setoran awal haji calon jamaah akan diinvestasikan. Hal
tersebut sangat merugikan hak konstitusional pemohon, karena uang
pemohon diinvestasikan secara tiba-tiba tanpa adanya persetujuan dari
pemohon atau calon jamaah haji lainnya. Padahal hakikat membayar
biaya setoran awal BPIH tersebut untuk wuvang muka biaya
penyelenggaraan ibadah haji bukan hal lain yaitu investasi.

Ketiga, ketentuan pasal 24 huruf a, pasal 46 ayat (2), dan pasal 48
ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji,
yang memberikan kewenangan kepada badan pengelola keuangan haji
(BPKH) untuk dapat menginvestasikan setoran awal BPIH adalah
melanggar hak konstitusional sebagaimana sudah dijamin dalam pasal
28D ayat (1) UUD 1945.

Setelah Mahkamah memeriksa secara cermat uraian dari pemohon
dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, yang khususnya berkenaan
dengan kerugian hak konstitusional yang didalilkan, menurut mahkamah

pemohon sebagai calon jamaah haji yang telah menyerahkan setoran awal
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biaya ibadah haji yang didasari ketentuan pasal 24 huruf a, pasal 46 ayat
(2) dan pasal 48 ayat (1) UU 34/2014, potensial dirugikan dengan
berlakunya pasal-pasal a quo, dengan demikian pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a guo.

Terkait persoalan pertama, sebagai pengelola sesuai dengan
Undang-Undang a quo, Pemerintah sepenuhnya mengambil tanggung
jawab atas segala tindakan pengelolaan dana dimaksud, temasuk
menginvestasikannya. Apabila investasi tersebut menghasilkan nilai
tambah akan kembali menjadi bagian dari penerimaan keuangan haji yang
akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.
Sebaliknya jika investasi mengalami kerugian, maka tanggung jawab
tersebut akan menjadi beban Pemerintah. Norma a quo sesungguhnya
justru memberi jaminan kepastian atas pengelolaan keuangan haji,
sebaliknya jika Undang-Undang a quo tidak memberikan jaminan
kepastian mengenai bagaimana keuangan haji dikelola serta tidak pula
diatur bagaimana penanggulangan resiko pengelolaan keuangan haji,
barulah hal itu dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan haji dapat
merugikan calon jamaah haji."

Terkait masalah kedua® tentang resiko kerugian dari kegiatan
investasi dana haji bagi calon jamaah, melalui Undang-Undang a quo juga
dibatasi bahwa pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dalam bentuk

investasi juga disyaratkan untuk investasi-investasi yang aman dan sesuai

¥ Ibid.,72.
2 Tbid.
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dengan syariat. Oleh karena itu, dalam batas penalaran wajar, ketika
resiko dan tanggung jawab atas kegiatan itu ditanggung oleh pemerintah,
maka ancaman kerugian yang akan dialami pemohon sesungguhnya tidak
terjadi.

Persoalan besaran®' dana awal yang harus disetorkan calon jamaah
haji, sebagaimana diterangkan oleh pemerintah, penentuan jumlah setoran
awal BPIH merupakan salah satu cara untuk dapat mengendalikan calon
yang terdaftar dalam daftar tunggu. Walaupun demikian kebijakan
pemerintah mengenai besaran setoran awal BPIH pada dasarnya bukanlah
masalah terkait konstitusionalitas norma, melainkan berhubungan dengan
pelaksanaan norma terkait tugas Pemerintah dalam menyelenggarakan
ibadah haji.

Berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan tersebut, norma-
norma a quo sama sekali tidak melanggar atau potensial melanggar hak
pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas biaya awal atau uang
muka BPIH yang telah disetorkan. Yang terpenting adalah bahwa
pemohon untuk menunaikan ibadah haji dengan membayar dana awal
yang mana dan itu dikelola dan diinvestasikan, sama sekali tidak
menghalangi hak pemohon untuk menuanikan ibadah haji sesuai dengan
antrian yang telah diperolehnya ketika mendaftar dan mendapatkan porsi

haji.

21 bid.,76.
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9. Amar Putusan®
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon seluruhnya.
Dengan mendasarkan pada basis argumentasi hukum sebagaimana
dijelaskan Mahkamah Konstitusi berpendapat, permohonan pemohon agar
pasal 24 huruf a, pasal 46 ayat (2), dan pasal 48 ayat (1) UU 34/2014
dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak

beralasan menurut hukum.

2 1bid.,77.



BAB IV
ANALISIS TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51/PUU-XV/2017
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017 Tentang

Pengelolaan Keuangan Haji

Mahkamah Konstitusi di Indonesia dibentuk berdasarkan perubahan
ketiga Undang-Undang Dasar 1945. MK adalah lembaga peradilan yang
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final. MK selain untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan
negara yang stabil, juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan
ketatanegaraan pada masa lalu yang ditimbulkan dengan penafsiran ganda
terhadap konstitusi. MK ditempatkan sebagai satu-satunya lembaga yang
mempuanyai kewenangan tertinggi menafsirkan UUD 1945 sehingga MK
juga biasa disebut sebagai the sole interpreter of the constitution.’

Prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari
prinsip negara hukum, hukum adalah satu kesatuan sistem hierarkis dan
berpuncak pada konstitusi.’Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagaimana
yang diharapkan sejak awal dimaksudkan untuk mengawal dan menguji agar
konstitusi sebagai hukum tertinggi benar-benar dijalankan dan ditegakkan.
Dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip negara

hukum.

! Jazim Hamidi, Mohammad Sinal, dll Teori Hukum Tata Negara (Jakarta: Salemba Humani,
2012), 152
? Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
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Sejak awal keberadaannya MK didesain untuk mengawal konstitusi
dalam arti menjaga agar Undang-Undang konsisten, dan tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar. Pembentukan hukum oleh hakim MK
dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yuridis filosofis maupun sosial
dan persoal.

Menurut seidman dan Chambliss setiap peraturan hukum itu
menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran
diharapkan untuk bertindak :

(1) Tindakan apa yang akan diambil oleh pemegang peran sebagai respon
terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh
peraturan hukum yang berlaku. Dari sanksi-sanksinya dari aktivitas
lembaga pelaksanaannya serta dari suatu kompleks kekuatan sosial,
politik dan lainnya yang bekerja atas dirinya.

Pembentukan MK dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik
dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK
diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang DPR
dan presiden.

Disisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut
supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang
sederajat. Hal itu memungkinkan dan dalam praktik sudah terjadi muncul
sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk

menyelesaikannya.
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Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi
perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara
kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pembentukan hukum
baru yang berwujud pada putusan MK diambil berdasarkan pertimbangan
terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan meliputi ringkasan.3
1. Maksud dan tujuan pemohon
2. Kewenangan mahkamah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24C UUD
1945 Pasal 10 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 24 Tahun 2003

3. Kedudukan hukum (/egal standing) sebagaimana dimaksudkan Pasal 51
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

4. Alasan dalam pokok permohonan sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (3)
huruf a dan atau huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

5. Kesimpulan mengenai hal yang telah dipertimbangkan

Adapun hal yang melatarbelakangi adanya kebijakan mengenai
investasi dengan menggunakan dana haji sebagaimana berikut yang penulis
menjelaskan.  Wakil presiden Jusuf Kalla menjelaskan, rencana
menginvestasikan dana haji bertujuan untuk menghindari resiko inflasi nilai
rupiah terhadap dollar AS.

Pemerintah memilih menginvestasikan dana karena dinilai lebih
menguntungkan. Menurut Presiden Joko Widodo menginginkan agar dana

haji yang disimpan pemerintah bisa diinvestasikan yang sudah disampaikan

Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi, 2010), 5-6.
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ketika usai melantik anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) pada tahun 2017.*

Berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang
pengelolaan keuangan haji, maka keberadaan dari dana haji tersebut
merupakan pertanggungjawaban dari BPKH, sebagai pelaksana pengelolaan
keuangan haji. Pada pasal 20 ayat (2)° BPKH merupakan badan hukum publik
berdasarkan Undang-Undang dan pada pasal 20 ayat (2)° BPKH bersifat
mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden dan Menteri.

Putusan MK Nomor 51/PUU-XV/2017 mengenai pengelolaan
keuangan haji menolak gugatan uji materi tentang pengelolaan investasi dana
haji. Dan menunjukkan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Haji
(BPKH) dalam koridor yang benar. Hal itu juga memperkuat posisi
pemerintah untuk mengefektifkan pengalokasian dana investasi.

Adapun Pasal yang dimohonkan adalah pasal 24 huruf a yang
berbunyi:”menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan
prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat.Dalam pasal
tersebut sudah menjelaskan, ketika menginvestasikan harus sesuai dengan
prinsip syariah dan kehati-hatian Memang dalam jangka panjangnya nilai

manfaat dari suatu investasi bisa terlihat yang memungkinkan mendapatkan

* Kristian Erdianto. “Penjelasan Wapres Kalla soal Investasi Dana Haji untuk Infrastruktur”,
dalam  http://nasional.kompas.com/read/2017/07/28/18083661/penjelasan-wapres-kalla-soal-
investasi-dana-haji-untuk-infrastruktur, diakses tanggal 9 Maret 2019.

> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 20 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan
Haji.

6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 20 ayat (2) tentang Pengelolaan Keuangan
Haji.


http://nasional.kompas.com/read/2017/07/28/18083661/penjelasan-wapres-kalla-soal-investasi-dana-haji-untuk-infrastruktur
http://nasional.kompas.com/read/2017/07/28/18083661/penjelasan-wapres-kalla-soal-investasi-dana-haji-untuk-infrastruktur
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untung, namun untuk jangka pendek kita lihat calon jamaah haji yang sudah
menunggu giliran untuk diberangkatkan apabila dana tersebut belum juga
kembali, maka calon jamaah haji bisa saja terlantar.

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, yang
berbunyi :"Keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditempatkan dan/atau diinvestasikan dan Pasal 48 ayat (1) undang-undang
Nomor 34 Tahun 2014, yang berbunyi :”Penempatan dan/atau investasi
keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat
berharga, emas, investasi langsung dan investasi tidak langsung.

UU No. 34 Tahun 2014. Berdasarkan UU tersebut, dimungkinkan
memanfaatkan ONH namun sesuai Pasal 3 yakni tujuan pengelolaan
keuangan haji adalah:

1. Penyelenggaraan ibadah haji
2. Rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan
3. Manfaat bagi kemaslahatan umat Islam

Dalam Pasal 3 tersebut dengan tegas dan jelas menyatakan tujuan
pengelolaan dana haji itu yakni bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam
bukan umat lain. Kemudian pada Pasal 2 disebutkan asas yang menyatakan
pengelolaan keuangan haji berasaskan prinsip syariah, artinya konsekuensi
Indonesia negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan untuk
kepastian hukum maka pengelolaan dana haji hanya untuk umat Islam serta

menjunjung tinggi prinsip syariah.
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Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2014
menyebutkan bahwa setoran biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
dan/atau  BPIH Khusus merupakan dana titipan jamaah haji untuk
penyelenggaraan Ibadah haji. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa
dana titipan jamaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Namun dari apa yang sudah penulis
dapatkan bahwa dana haji tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua yakni
untuk kepentingan travel dan yang setengahnya adalah untuk pembayaran
APBN yang mana sebagian dari dana haji tersebut akan tetap masuk ke
dalam APBN. Dari APBN tersebut menganggarkan untuk kesehatan,
keselamatan, pemberangkatan haji para jamaahnya, inti dari masalah ini
adalah negara tetap mempunyai anggaran di APBN mengenai masalah haji.

Pasal 46 Nomor 34 Tahun 2014 ayat (3) disebutkan bahwa dalam
melakukan penempatan dan/atau investasi menggunakan dana haji, harus
sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan,
kehati-hatian, nilai manfaat. Jadi, penggunaan dana haji sebagai investasi
harus memperhatikan aspek tersebut. Disamping korupsi yang mengerikan,
kemudian persoalan tentang kerugian yang bisa terjadi maka siapakah yang
bertanggungjawab atas hal tersebut.

Maka langkah dari pemerintah selanjutnya untuk kedepannya harus
jelas demi kemaslahatan umat Islam. Tidak hanya pemerintah perlu mengaca
kebelakang karena sebelumnya dana haji sempat dikorupsi maka perlu kehati-

hatian dalam pengelolaan tersebut.
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B. Analisis Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 51/PUU-XV/2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Figh Siyasah adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan
umat dan Negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan dan kebijakan
maupun kebijaksanaan yang dibuat. Untuk pemegang kekuasaan yang sejalan
dengan dasar-dasar ajaran syariat demi mewujudkan kemaslahatan umat
Islam. Artinya Figh Siyasah disebut sebagai ilmu tata negara, yang dalam hal
ini termasuk berada pada konsep negara islam.

Oleh karenanya peninjauan berkenaan tentang Pengelolaan Keuangan
Haji digunakan dari sudut Ilmu hukum tata Negara dalam konsep Islam (Figh
Siyasah). Mengingat, pembentukan Peraturan Pemerintah oleh Pemerintah
adalah permasalahan-permasalahan berkenaan dengan konstitusi, lembaga
negara dengan kewenangannya, dan terkait peraturan perundang-undangan
yang merupakan objek kajian ilmu Hukum tata Negara. Sehingga penulis
mencoba menggunakan pendekatan meninjau permasalahan Pengelolaan
Keuangan Haji menggunakan tinjauan Figh Siyasah (Ilmu tata negara dalam
Konsep negara Islam).

Di dalam Figh Siyasah terdapat beberapa pembagian yang merupakan
objek kajian Figh Siyasah itu sendiri. Secara garis besar objek kajian Figh
Siyasah dibagi menjadi tiga bagian pokok sebagian objek kajian, yaitu :

1. Siyasah Dusturiyyah, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian

ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tashri’iyyah oleh
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lembaga legislatif, peradilan atau gad/aiyah oleh lembaga yudikatif, dan
administratif pemerintahan atau idhariyah oleh birokrasi atau eksekutif;,

2. Siyasah Dauliyah atau siyasah Kharijiyah, disebut juga politik luar negeri.
Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang
muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. di bagian
ini ada politik masalah peperangan atau siyasah harbiyah, yang mengatur
etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang,
tawanan perang, dan gencatan senjata;

3. Siyasah maliyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas
sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara,
perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan
perbankan.’

Melihat pembagian objek kajian diatas, secara lebih khusus
pengkajian terhadap Pengelolaan Keuangan Haji masuk dalam pembahasan
Siyasah Maliyah mengkaji tentang keuangan dan moneter, pengeluaran dan
belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik,
pajak, dan perbankan.

Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang
melakukan pengelolaan keuangan haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan
kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan
penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau

barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan

" H.A. Djazuli, Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syaria
(Jakarta: Kencana, 2004), 47.
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kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber
lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan
pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirbala, transparan dan
akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas
Penyelenggaran Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan
manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Adapun struktur kepengurusan
BPKH yakni, sebagai berikut:
Badan Pelaksana:
1. Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc (Kepala BPKH)
2. Dr. Ir Acep Riana Jayaprawira, M.Si (Anggota)
3. Dr. Beny Witjaksono, S.P., MM (Anggota)
4. A.lIskandar Zulkarnain, SE, MM (Anggota)
5. Ir. Ajar Susanto Broto, MM (Anggota)
6. Dr. Rahmat Hidayat, SE, MT (Anggota)
7. Dr. Hurriyah El Islamy, LLB (hons), M.CL. Ph.D (Anggota)
Dewan Pengawas:
1. Dr. Yuslam Fauzi, SE, MBA ( Ketua dan merangkap Anggota)
2. Khasan Faozi, SE, M.Si (Anggota)
3. Moh. Hatta, Ak., MBA (Anggota)
4. Dr. KH Marsyudi Syuhud (Anggota)
5. Ir. Suhaji Lestiadi, ME (Anggota)
6. Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA, CA, Ak (Anggota)

7. Dr. Abd Hamid Paddu, MA (Anggota)
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BPKH bertugas mengelola keuangan haji meliputi penerimaan,
pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH
menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan haji;

2. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan
Haji;

3. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta
pengeluaran Keuangan Haji; dan

4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan penerimaan,
pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.

Dalam kedudukan hukumnya terdapat dalam Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan
Haji. Dalam fungsinya badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan,
pelaksanaan, serta pertanggung jawaban dan pelaporan Keuangan Haji. Untuk
melaksanakan fungsi perencanaan Keuangan Haji badan pelaksana bertugas
merumuskan kebijakan, menyiapkan rencana strategis dan menyiapkan
rencana kerja dan anggaran tahunan, pengelolaan Keuangan Haji.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Pelaksana
berwenang:

1. Menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan

prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan niali manfaat;
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2. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan
Keuangan haji;

3. Menetapkan struktur organisasi beserta tugas dan fungsi, tata kerja
organisasi, dan sistem kepegawaian;

4. Menyelenggarakan  manajemen  kepegawaian BPKH, termasuk
mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai BPKH serta
menetapkan penghasilan Pegawai BPKH;

5. Mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan
bagi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana; dan

6. Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam
rangka penyelenggaraan tugas BPKH dengan memperhatikan prinsip
transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Oleh karenanya penulis beralasan apabila secara khusus objek kajian
mengenai pengelolaan keuangan haji ini yang meninjau dari putusan
Mahkamah Konstitusi masuk dalam pembahasan Siyasah Maliyah sebagai
bagian dari objek kajian figh siyasah.

Menurut di bidang Figh Siyasah Maliyah baitul-mal yang mengatur
pengeluaran Negara. Hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau
irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di
antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-

sumber keuangan Negara, baitul-mal dan sebagainya.
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Jika dilihat dari penjelasan mengenai BPKH menurut tugas,
wewenang, kedudukan hukum serta struktur kepengurusan Badan Pengelola
tersebut sebenarnya BPKH tidak menyalagunakan dana haji sebagai investasi
seperti yang tertera di dalam dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat atau
pemohon. Dalam hal ini jika ditinjau dari figh siyasah maliyah BPKH tidak
melanggar aturan mengenai dana haji yang asal muasalnya berasal dari calon
jamaah haji yang akan berangkat haji untuk dirinya sendiri dialokasikan
menjadi investasi. Seperti prinsip dari baitul-mal yakni setiap harta, baik
berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya
dimana kaum Muslim berhak memilikinya sesuai dengan hukum syara’, yang
tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun ditentukan jenis hartanya
maka harta tersecbut adalah hak baitul-mal kaum Muslim, yang dari harta
tersebut akan dikelola oleh baiful-mal seperti membayar gaji, pembangunan
infrastruktur meningkatkan kesehatan dan sebagainya. Tidak lain hal tersebut
adalah untuk kepentingan umat atau kemaslahatan umat seperti tujuan dari
BPKH menginvestasikan dana haji tersebut adalah untuk kemslahatan umat.

Dari penjelasan yang penulis paparkan di atas maka ada beberapa
point penting yang penulis bagi agar kajian dalam figh siyasah maliyah lebih
jelas dan lebih memfokuskan pada suatu objek kajian tertentu :

1. Menurut Andi Nirwana dalam pengaturan Figh Siyasah Maliyah
berorientasi untuk kemaslahan rakyat dimana pada Pasal 3 Undang-
Undang Nomor. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji

menunjukkan bahwa dengan tegas dan jelas menyatakan tujuan
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pengelolaan dana haji itu yakni bermanfaat bagi kemaslahatan umat
Islam. Oleh sebab itu mengenai pengelolaan keuangan haji jika ditinjau
sedikit menurut Andi Nirwana dan dari Undang-undang tersebut
menunjukkan bahwa ada kesinambungan antara pendapat yang
menyatakan bahwa suatu pengelolaan keuangan haruslah demi
kemaslahatan rakyat. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut penting
bagi Pemerintah agar memberikan kebijakan-kebijakan  untuk
mengharmonisasikan suatu kesenjangan yang ada pada masyarakat.

. Persoalan dana haji yang dijadikan investasi menurut Djazuli adalah suatu
kepentingan hak-hak publik dimana dana haji yang nantinya akan
diinvestasikan oleh Pemerintah tidak lain adalah untuk kemaslahatan
umat. Karena jika dana haji dibiarkan menumpuk maka dana tersebut
akan mengendap dan jika ada pengendapan yang terjadi maka akan
berpotensi buruk seperti terjadinya kasus korupsi dan sebagainya. Oleh
karena itu, untuk menjauhi potensi-potensi buruk yang nantinya akan
terjadi maka Pemerintah mengambil kebijakan dana haji tersebut di
alokasikan menjadi investasi, agar kedepannya dapat lebih bermanfaat
lagi untuk masyarakat.

. Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran belanja Negara kebutuhan
warganya dan Negara sebagai berikut :

a. Untuk orang fakir miskin.

b. Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan

dan keamanan Negara.
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c. Untuk mengikatkan supremasi hukum.

d. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan
sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.

e. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.

f. Untuk pengembangunan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik.

g. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

h. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan
kekayaan.

Di dalam Pengelolaan Keuangan Haji yang semula memang dari
dana pribadi milik calon jamaah haji yang membayar untuk
pemberangkatan haji. Kemudian oleh BPKH dialokasikan menjadi
investasi, sehingga dari penjabaran diatas perlu ditekankan kembali
bahwa fungsi maupun tugas dari baitul-mal adalah menangani harta yang
diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak
menerimanya. Sehingga kebijakan mengenai BPKH tersebut sudah sesuai
dengan baitul-mal.

. Prinsip penting dalam suatu pengelolaan keuangan menurut Muhammad
Igbal adalah pengelolaan tersebut harus ditunjukkan untuk
mewujudkankesejahteraan masyarakat dan Negara sehingga mendukung
pertumbuhan ekonomi masyarakat yang makmur. Seperti penggunaan
dana haji yang diinvestasikan hal tersebut memungkinkan dalam adanya
timbal balik untuk masyarakat, untuk menopang perekonomian yang

kurang stabil dinegara Indonesia ini agar lebih fleksibel dan setara. Tidak
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hanya itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut harus ada
indikasi keberhasilan dalam kehidupan masyarakat seperti pembangunan
infrastruktur dan fasilitas sosial, pembangunan hukum, pendidikan untuk
masyarakat juga untuk kepentingan para jamaah haji, sehingga memenuhi
rasa keadilan dalam masyarakat maupun Negara.

. Untuk mencapai kesejahteraan sosial satu-satunya jalan yang harus
dicapai adalah tidak terjadinya ketimpangan atau kesenjangan ekonomi
dikalangan masyarakat. Kesenjangan yang terjadi salah satu dikarenakan
tidak terwujudnya keadilan dalam distribusi harta. Padahal menurut Ibn
Taimiyah, dari buku yang dikutip dari Andi Nirwana dana yang dihimpun
dibaitul-mal harus dijamin oleh pemegang otoritas dan digunakan untuk
kepentingan publik. Karena tidak dibenarkan jika penditribusian uang
negara secara langsung menurut selera dan kehendak, sebab harus

memperhatikan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan oleh penulis dapat

mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan

masalah sebagaimana berikut :

1.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017
tentang pengelolaan keuangan haji membahas tentang UU Nomor 34
Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Haji terkait Pasal 24 huruf a,
Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (1) bahwa BPKH berwenang atas
pengelolaan keuangan Haji dan Putusan Mahkamah Konstitusi menunjuk
kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dalam koridor
yang benar. Disamping itu, pendayagunaan dana haji dinilai memberikan
manfaat dan keuntungan lebih ketika dana tersebut diinvestasikan dari
pada ditumpuk dan diendapkan.

Dalam hal ini jika ditinjau dari figh sivasah maliyah BPKH tidak
melanggar aturan mengenai dana haji yang asal muasalnya berasal dari
calon jamaah haji yang akan berangkat haji untuk dirinya sendiri
dialokasikan menjadi investasi. Fungsi maupun tugas dari baitul-mal
adalah menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya
bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya. Sehingga kebijakan

mengenai BPKH tersebut sudah sesuai dengan baitu/-mal.
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B. Saran

1.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017 tentang
pengelolaan keuangan haji yang memang harus dipatuhi oleh seluruh
kalangan masyarakat dan karena Putusan Mahkamah Konsititusi yang
bersifat Final. Maka sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat
adanya hukum sudah seharusnya mematuhi putusan yang dikeluarkan
oleh Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah hendaknya lebih mensosialisasikan kebijakan tersebut secara
transparan kepada seluruh masyarakat Indonesia terutama calon jamaah
haji, agar dapat berkoordinasi secara bijaksana. Adapun masyarakat bisa
mengapresiasikan pendapat mereka untuk menjadi sebuah ide baru karena
pendapat dari masyarakat Indonesia perlu diperhatikan dengan serius dan

bagaimanapun juga masyarakat adalah objek dan juga subjek.
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